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Notulen
Rapat

Rapat Tanggal : 12 Mei 2026 Nomor Undangan Rapat :
Hal : Uji Konsekuensi KIP Halaman : 1 dari 1

Hari/ Tanggal
Pukul
Agenda
Tempat

:
:
:
:

Selasa, 12 Mei 2026
10.00 – 12.00 WIB
Uji Konsekuensi Keterbukaan Informasi Publik
Ruang Rapat PAU Lantai 3, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Agenda Pembahasan

Peserta Kegiatan dihadiri dan diikuti oleh:

- Atasan PPID UIN Sunan Kalijaga sekaligus Wakil Rektor
Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan:
Prof. Dr. Mochamad Sodik.

- Ketua SPI: Dr. Shaleh.
- Sekretaris SPI selaku pendamping PPID: Syaifullahi

Maslul, M.H.
- Pranata Humas, Katim OKH, Katim Keuangan, para

kepala bagian, pejabat fungsional, mahasiswa (termasuk
perwakilan senat mahasiswa), dan pihak terkait.

Tujuan Kegiatan - Melakukan uji konsekuensi atas Daftar Informasi Publik
yang Dikecualikan.

- Memastikan pembatasan informasi dilakukan secara tepat,
proporsional, dan sesuai kepentingan hukum maupun
kepentingan publik.

Pembukaan - Acara dipandu oleh Sekretaris SPI
- Berdasarkan berbagai pelatihan, pendampingan, dan

workshop, perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan
data informasi.

- Uji konsekuensi ini dilakukan berdasarkan hasil pada
tahun sebelumnya.

- Akan ditampilkan 16 data informasi yang dikecualikan
untuk dibahas, apakah ada perubahan atau tidak.

- Mayoritas data informasi adalah data yang dapat diakses
oleh pemohon.

Sambutan Atasan
PPID / WR 2

- Keterbukaan informasi publik adalah bagian dari
komitmen institusi membangun tata kelola perguruan
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(Prof. Mochamad
Sodik)

tinggi yang transparan dan akuntabel.
- Sebagai institusi publik, perguruan tinggi harus

menghadirkan layanan informasi yang terbuka tanpa
mengabaikan perlindungan terhadap informasi yang
memang dikecualikan.

- Prinsip dasarnya adalah keterbukaan informasi; yang
dikecualikan hanya sedikit dan penetapannya harus melalui
uji konsekuensi.

- Penetapan informasi dikecualikan tidak dapat dilakukan
sepihak, melainkan harus mempertimbangkan dampak,
risiko, dan kepentingan publik secara proporsional.

- Uji konsekuensi menjaga transparansi sekaligus
melindungi informasi yang secara hukum dan etika harus
dijaga.

- UIN Suka menjadi model bagi UIN lain; ke depan semua
UIN harus informatif.

- Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat dan mengawal keterbukaan informasi publik.

- Prestasi ini dipertahankan sambil menjaga agar UIN Suka
tetap informatif.

Jalannya
Pembahasan

- Sekretaris SPI memimpin pembahasan uji konsekuensi dari
satu poin informasi ke poin berikutnya bersama seluruh
peserta forum.

- Diskusi berlangsung dinamis. Peserta memberikan
pandangan dan telaah atas setiap jenis informasi untuk
menentukan apakah layak dibuka kepada publik atau
dikecualikan demi kepentingan yang lebih besar.

- Data pegawai termasuk data yang dikecualikan: setuju.
- Dari senat mahasiswa: menanyakan data yang menyangkut

mahasiswa apa saja yang tidak boleh dipublikasikan.
- Nomor 11 dalam daftar: berkenaan dengan informasi data

pribadi mahasiswa.
Hasil dan
Kesepakatan

- Disepakati sebagai informasi yang dikecualikan: dokumen
dan berita acara pemeriksaan pegawai, baik terkait
penjatuhan sanksi, pemberian klarifikasi, maupun
permintaan keterangan.

- Alasan pengecualian: berpotensi menghambat proses
pemeriksaan dan menyangkut perlindungan hak pribadi
pegawai yang bersifat rahasia.
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- Forum juga membahas jangka waktu pengecualian dengan
mempertimbangkan ketentuan retensi arsip dan tata kelola
dokumen yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi.

Penutup - UIN Sunan Kalijaga menegaskan komitmen memperkuat
budaya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari
tata kelola perguruan tinggi yang baik.

- Sebagai institusi pendidikan yang mengelola dana publik,
keterbukaan informasi, termasuk terkait kebijakan dan
anggaran, dipandang sebagai bentuk tanggung jawab
sekaligus upaya membangun kepercayaan masyarakat.

Yogyakarta, 12 Mei 2026

Notulis

Novita












